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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki
suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,
terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya desa yang belum
dimanfaatkan, dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola
badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era
otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan
memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumber
daya alam maupun sumber daya manusia yang berada dalam wilayah desa

tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Desa telah memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan
juga suatu badan yang ' mengurus @ kekayaan “asli ' desa demi terjadinya
keseimbangan dana pembangunan. Untuk; itulah perlu suatu lembaga yang dapat
mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik
Desa yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis
masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan

lain-lain.

Kegiatan ekonomi telah menjadi sarana pencapaian kesejahteraan atau

kemakmuran. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan



material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (UU No 11

tahun 2009).

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan
merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai
pandangan yang berbeda tentang batasan kesejahteraan karena setiap individu atau
setiap kelompok manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain
terhadap suatu barang atau jasa. Manusia harus melakukan suatu tindakan untuk
mencapai kesejahteraan yang dibutuhkannya. Hingga setiap individu atau
kelompok manusia akan mempunyai kesejahteraan yang dibutuhkan.
Kesejahteraan manusia ditentukan sampai seberapa jauh manusia dapat

memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan (Wrihatnolo, 2006:7).

Masyarakat sangat membutuhkan - yang namanya kesejahteraan,
kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara
keseluruhan anggota masyarakat. 'Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud
adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang harus diperhatikan dalam

meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

1. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat
digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatiakan, dalam
menyelesaikan  permasalahan yang ada khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber pemecahan

masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.



2. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan
masalah yang ada dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan

dapat selesai dengan cepat.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sudah semenjak lama
dijalankan oleh pemerintah melalui beberapa program. Namun upaya itu belum
optimal dan membuahkan hasil yang memuaskan dalam peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat desa. Salah satu faktor yang paling dominan adalah
intervensi pemerintah terlalu besar, sehingga menghambat kreatifitas dan inovasi
masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan.
Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif
dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga

mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan asumsi diatas tentang kesejahteraan, maka sudah seharusnya
eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan
lahirnya kebijakan-kebijakan ' terkait ' dengan - peningkatan kesejahteraan
masyarakat dalam hal ekonomi. Oleh; karena itu pemerintah menerapkan
pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakan roda
perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang
dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa sebagai
salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa

dan untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat desa.



Pendirian Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari
pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif,
partisifatip, emansifatif, transparasi, akuntabel, sustainable. Dinyatakan dalam
Undang undang No. 6 Tahun 2014 bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat
didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa setempat. Yang dimaksud

dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga
masyarakat
Badan Usaha Milik Desa juga didirikan untuk menekan berkembangnya
sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya
nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar
kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social
institution) dan komersial (commercial institution). Badan Usaha Milik Desa
sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui
kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga
komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal

(barang dan jasa) ke pasar.



Beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai. Badan Usaha
Milik Desa, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang
ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan
diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah
dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam Badan Usaha
Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Otonomi Daerah. Hal ini dijelaskan secara eksplisit dalam pasal 213 ayat 1,
tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan
usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Disebutkan juga
bahwa tujuan utama berdirinya badan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan
pendapatan asli desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kemudian keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi
masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa dibuktikan dengan lahirnya
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Permendagri No.39
Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha
peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu
dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah
dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah
bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun

tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat



lebih produktif dan efektif. Kedepan Badan Usaha Milik Desa akan berfungsi
sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang
menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas
desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah memberi peluang kepada desa-desa untuk membentuk Badan
Usaha Milik Desa Bersama disamping Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk
oleh masing-masing desa. Undang-undang 6/2014 tentang Desa secara eksplisit
menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa dapat dibentuk oleh satu desa atau
kerjasama beberapa desa membentuk satu Badan Usaha Milik Desa (lihat BAB XI
KERJA SAMA DESA Pasal 92 Ayat 6 : ...dalam pelayanan usaha antar-Desa
dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih...).
Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat dinyatakan sebagai badan usaha yang
dibentuk oleh dua desa atau lebih, yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh dua desa atau lebih. Badan Usaha Milik Desa Bersama dibentuk
melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala
Desa.

Desa Karyajaya, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut merupakan
desa yang sudah mempunyai Badan Usaha Milik Desa, yang pada tahun 2015
Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi mendapatkan bantuan dari
pemerintah untuk penyertaan modal dan bangunan. Badan Usaha Milik Desa yang
dimilki Desa Karyajaya adalah Badan Usaha Milik Desa bersama.

Badan Usaha Milik Desa Bersama ini sangat tepat dibentuk oleh beberapa

desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek (Sumber Daya Manusia,



Permodalan, Potensi dll). Diharapkan kebersamaan ini akan memunculkan
kekuatan baru yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit
usaha yang didirikannya.

Acuan/regulasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha
Milik Desa Bersama yakni: 1) UU RI No 6/2014 tentang DESA; 2) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3) Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan,
dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa ini diberi nama Badan Usaha Milik Desa
Bersama Tri Mitra Abadi, yang terletak di Desa Karyajaya, Kecamatan
Bayongbong, Kabupaten Garut, yang mana tiga desa di dalam nya yaitu Desa
Karyajaya, Desa Hegarmanah, dan Desa Ciela. Kelompok usaha dari ketiga desa
tersebut adalah pengolahan akar wangi, kopi dan kulit.

Pengharapan ‘masyarakat tentang : kesejahteraan dengan dibangunnya
Badan Usaha Milik Desa ini sangat besar. Masyarakat mengharapkan dengan
adanya Badan Usaha Milik Desa ini kesejahteraan masyarakat dalam hal ekonomi
akan meningkat sehingga masyarakat terlepas dari belenggu kemiskinan.
Kesejahteraan adalah keinginan dari seluruh masyarakat karena jika masyarakat
sudah sejahtera maka mereka dengan mudah akan dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Peran Badan Usaha Milik Desa ini sangat dinanti-dinanti oleh

masyarakat untuk meringankan beban mereka dalam hal ekonomi.



Pemerintah desa telah membuat Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri
Mitra Abadi yang bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) dan
juga mensejahterakan masyarakat tetapi dengan berdirinya badan usaha tersebut
ternyata belum dapat mensejahterakan seluruh masyarakat khususnya di Desa
Karyajaya karena masih banyaknya pengangguran dan masyarakat prasejahtera
dari data yang didapatkan dari desa bahwa keluarga miskin sosial pada sensus
tahun 2010 sebanyak 645 kepala keluarga (profil Desa Karyajaya tahun 2011).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik
Desa Bersama Tri Mitra Abadi di Desa Karyajaya serta untuk mengetahui
permasalahan yang ada, di mana Badan Usaha Milik Desa di daerah lain dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Tetapi, mengapa Badan Usaha Milik
Desa di Desa Karyajaya kurang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya serta apakah peran dari badan usaha tersebut dapat mempengaruhi
tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Karyajaya Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut?.

Berangkat dari titik tolak tersebut penulis merasa perlu untuk mengangkat
isu ini sebagai sebuah tema dalam usulan penelitian yang berjudul “Peran Badan
Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa
(Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi di Desa

Karyajaya Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut).”

1.2.  ldentifikasi Masalah
Dari latar belakang permasalahan yang di jelaskan dia atas, maka penulis

dapat mengidentifikasi apa saja inti dari permasalahan yang ada, yaitu:



1.3.

. Pengembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat di pedesaan sudah

semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui beberapa program
namun belum membuahkan hasil yang maksimal dan dapat dirasakan

oleh masyarakat desa dan kesejahteraannya masih sangat rendah.

. Masih belum optimalnya pemanfaatan semua sumber daya yang ada di

Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat.

. Dampak dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa masih belum maksimal

dirasakan oleh masyarakat desa.

. Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat masih kurang maksimal dalam pencapaiannya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang akan

diteliti adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa yaitu:

1. Bagaimana peran dan program Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri

Mitra Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa?

2. Bagaimana keadaan kesejahteraan masyarakat desa setelah didirikannya

Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi?

3. Apa faktor pendorong dan penghambat bagi Badan Usaha Milik Desa

Bersama Tri Mitra Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Desa Karyajaya?



1.4, Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana peran dan program Badan Usaha Milik
Desa Bersama Tri Mitra Abadi dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadaan kesejahteraan masyarakat Desa
Karyajaya setelah didirikannya Badan Usaha Milik Desa Bersama Tri
Mitra Abadi.
3. Untuk mengetahui ap faktor pendorong dan penghambat bagi Badan
Usaha Milik Desa Bersama Tri Mitra Abadi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Desa Karyajaya.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembangunan ilmu
pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial,
terutama yang berkaitan ‘dengan ' peran ' Badan  Usaha' Milik Desa dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu, penelitian ini dapat
dijadikan titik tolak untuk meneliti selanjutnya yang lebih mendalam, terutama
tentang bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa yang merupakan salah satu

program pensejahteraan masyarakat.
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1.5.2. Kegunaan Praktis

1.5.2.1.Bagi Peneliti
Penelitian ini sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana
relefansi teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada
dilapangan dan melihat bagiaman fenomena nya itu terjadi di

masyarakat.

1.5.2.2.Bagi Organisasi
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
tambahan referensi dan evaluasi bagi organisasi tersebut untuk
memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam perannya

meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya desa.

1.5.2.3.Bagi Pihak Akademisi
Dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan
bagi penelitian yang akan datang yang mengangkat penelitian

yang sama.

Kerangka Pemikiran

Talcott Parsons mendefinisikan peran sebagai struktur hubungan antara

para aktor yang terlibat dalam proses interaksi, yang pada dasarnya adalah

struktur dari sistem sosial (masyarakat) itu sendiri. Status peran adalah partisipasi

seorang aktor dalam pola antar hubungan sosial yang merupakan unit sistem

sosial yang sangat penting. Menurut Ritzer, tak ada kaitan nyata antara unit aksi

dan status peranan. Jadi dapat dikatan bahwa peran adalah apa yang harus
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dilakukan oleh aktor dalam menjalankan tugas nya agar tercapainya suatu tujuan

atau visi yang telah ditentukan sejak awal (Ritzer, 2011:113).

Peranan adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu
dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan prilaku dari masyarakat terhadap
seseorang dan merupakan prilaku individu yang penting bagi struktur sosial
masyarakat (Wulansari, 2009:106). Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga
usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya
memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi
desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi
dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diharapakan dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat sehingga harapan masyarakat untuk mencapai

kesejahteraan semakin akan cepat terlaksana.

Perencanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah atas
prakarsa masyarakat desa ' dan 'terdapat’ intervensi ‘dari pemerintah desa.
Pemerintah pusat hanya mendanai pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan
melakukan pengawasan. Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri Badan
Usaha Milik Desa bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas
intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar
desa). Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan Badan Usaha Milik

Desa sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan
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yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat

desa.

Teori peran jika diterapkan dalam lembaga Badan Usaha Milik Desa maka
ada peran dalam struktur Badan Usaha Milik Desa nya di mana terdapat pengurus
Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugas sesuai kedudukannya dan satu
sama lain saling berhubungan dalam suatu sistem. Adanya pembagian kerja dalam
pengurusan Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan programnya agar tujuan
yang diharapkan baik oleh masyarakat atau pengurus dapat dicapai. Pengurus
menggunakan sumber daya yang ada di desa baik itu sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di desa dan dikendalikan oleh pengurus agar pengurus
dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan sarana yang ada

tetapi tetap dengan aturan yang telah disepakati terlebih dahulu.

Arthur Dunham, kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang
terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui
pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam
beberapa bidang seperti kehidupan, keluarga dan anak, penyesuaian sosial, waktu
senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial

(Sumarnugroho, 1984:28-31).

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan perwujudan partisipasi
masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha
yang dikuasai oleh kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang

terwujud adalah mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas
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kelembagaan akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh
anggota. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdampak bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan

nasional.

Badan Usaha Milik Desa akan dikatakan berhasil dalam menjalankan
perannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ketika kondisi
kesejahteraan dirasakan oleh masyarakat tetapi jika masyarakat tidak merasakan
kondisi kesejahteraannya maka peran yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa
gagal. Tujuan adanya Badan Usaha Milik Desa yaitu untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan dengan sumber daya yang ada baik itu sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa, apakah Badan Usaha Milik
Desa dapat memanfaatkan kekayaan tersebut agar kesejahteraan masyarakat
meningkat. Jelas untuk membuat peran Badan Usaha Milik Desa itu berhasil maka
harus ada kerjasama antara suatu sistem dan pembagian kerja sesuai dengan

tugasnya agar pencapaian dalam meningkatkan kesejahteraan akan cepat tercapai.



Gambar 1.1.

Skema Konseptual

Masyarakat Desa

l

Didirikannya Badan Usaha Milik

Desa

l

Peran Badan Usaha Milik Desa

i

N

14

Kondisi kesejahteraan masyarakat
sebelum  didirikannya  Badan
Usaha Milik Desa

Kondisi kesejahteraan
masyarakat sesudah didirikannya
Badan Usaha Milik Desa

Kesejahteraan




